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PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN  WALI KOTA BATU 
NOMOR  50 TAHUN  2021 

 

TENTANG 
 

STATUS DAERAH IRIGASI DAN STATUS JARINGAN IRIGASI 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

WALI KOTA  BATU, 
 

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran Romawi I 

huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas                 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, dan Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor I7 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Status Daerah 

Irigasi dan Status Jaringan Irigasi; 
 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

7. Undang-Undang Nomor I7 Tahun 2019 tentang 

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 

tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan 

Aset Irigasi; 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan;  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah; 



Halaman 3 dari 6 hlm… 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STATUS DAERAH 

IRIGASI DAN JARINGAN IRIGASI. 
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Batu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Kota Batu. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Batu. 

6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota Batu. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kota Batu. 

8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, 

ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk 

dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air 

hujan, dan air laut yang berada di darat. 

9. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami 

dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, 

ataupun di bawah permukaan tanah.  

10. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan 

pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian 

yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi 

rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan 

irigasi tambak.  

11. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, 

manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, 

dan sumber daya manusia.  

12. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air 

per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu 

sumber air untuk suatu daerah irigasi yang 

didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan 

kebutuhan untuk menunjang pertanian dan 

keperluan lainnya.  

13. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi 

pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.  

14. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di 

bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau 

jaringan sekunder.  
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15. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan 

air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau 

jaringan sekunder ke petak tersier.  

16. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan 

memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi 

lahan pertanian pada saat diperlukan.  

17. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut 

drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang 

sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah 

irigasi tertentu. 

18. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang 

mendapat air dari satu jaringan irigasi. 

19. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan 

bangunan pelengkapnya yang merupakan satu 

kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, 

pembagian, pemberian, penggunaan, dan 

pembuangan air irigasi.  

20. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan 

irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran 

induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan 

bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan 

bangunan pelengkapnya.  

21. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari 

jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, 

saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan 

bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan 

pelengkapnya. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 

 
(1) Maksud status jaringan irigasi ini adalah untuk 

terpenuhi peraturan pengelolaan Jaringan Irigasi 

yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah. 

(2) Tujuan status jaringan irigasi adalah untuk 

memberikan pedoman dalam pelaksanaan 

pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi 

pengelolaan jaringan irigasi primer dan jaringan 

irigasi sekunder dalam suatu kawasan daerah 

irigasi. 

 
BAB III 

PEDOMAN PENETAPAN JARINGAN IRIGASI 
 

Pasal 3 
 

Status Daerah Irigasi dan Jaringan Irigasi Pemerintah 

Daerah berpedoman pada data dasar sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.  
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Pasal 4  

 

Status Daerah Irigasi dan Jaringan Irigasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai penetapan 

status Daerah Irigasi dan penetapan status Jaringan 

Irigasi Pemerintah Daerah. 

 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 5 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 

 
 

             Ditetapkan di  Batu 

      pada tanggal    30 Juni   2021 
   

WALI KOTA BATU, 

 
 

ttd 
 

 

DEWANTI RUMPOKO 
 

Diundangkan di Batu 

pada tanggal  30 Juni 2021 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 
 
ttd 

 
 

ZADIM EFFISIENSI 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 50/E 


